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(Studi Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes) 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Pertanyaan  : 

No. Teori 
Indikator penelitian Item Pertanyaan 

1. Perda Kab Brebes No 1 Th 

2020 Pasal 59 mengenai peran 

serta pemerintah desa 

a. Pemberian saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah 

daerah 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya 

peraturan daerah Kabupaten Brebes No. 1 th 

2020 yang membahas mengenai desa inklusi? 

Apakah masyarakat disabilitas didesa ini juga 

mengetahui adanya peraturan tersebut?  

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui desa 

inklusi? 

3. Apakah desa ini sudah menerapkan 

desa inklusi? 

4. Apakah pemerintah desa telah 

melakukan sosialisasi desa inklusi?  

5. Apakah terdapat adanya jaminan 

regulasi terhadap pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas dalam desa 

inklusi? 

b. Pengadaan sarana dan prasarana 

bagi penyandang disabilitas. 

1. Apa yang dimaksud dengan fasilitas desa 

inklusi? 

2. Apasaja fasilitas yang diterapkan 

dalam pemuhan hak penyandang 

disabilitas? 

3. Dalam melakukan pelayanan, apakah 

sudah melaksanakan pelayanan 

inklusi? 

4. Dalam melakukan pelayanan, apakah 

terdapat adanya pelayanan khusus 

penyandang disabilitas? 
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c. Membantu untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial 
1. Apakah seluruh perangkat desa di 

pemerintah desa ini ikut berperan aktif 

dalam melaksanakan desa inklusi? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

pemerintah desa dalam mewujudkan 

desa inklusi? 

3. Apakah dengan melaksanakan desa 

inklusi ini berdampak baik bagi 

kesejahteraan masyarakat baik 

penyandang disabilitas maupun 

umum? 
d. Pemberian bantuan sosial kepada 

penyandang disabilitas  
1. Apakah didesa ini penyandang 

disabilitas mendapatkan bantuan 

sosial? 

2. Apakah pelayanan yang selalu di 

berikan oleh pemerintah desa mampu 

memenuhi keinginan penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan 

kebutuhan dasar? 
e. Pemberdayaan penyandang 

disabilitas  
1. Apakah di desa ini terdapat adanya 

program pemberdayaan disabilitas? 
 

f. Pemberian kesempatan dan 

perlakuan yang sama kepada 

penyandang disabilitas dalam 

segala aspek kehidupan dan 

penghidupan sesuai dengan 

kemampuan 

1. Apakah bapak/ibu memberikan 

perhatian khusus untuk penyandang 

disabilitas? 
 

g. Pelibatan secara aktif penyandang 

disabilitas dalam kegiatan 

masyarakat dan pemerintah desa 

1. Apakah di desa ini terdapat adanya 

komunitas disabilitas? 

2. Apakah didesa ini penyandang 

disabilitas diikut sertakan dalam 

Pembangunan desa? 

3. Bagaimana cara pemerintah desa 

dalam mengajak masyarakat 

disabilitas untuk berpartisipasi 

program desa inklusi? 
 

h. Pendataan penyandang disabilitas 

di masing-masing desa. 
1. Apakah didesa ini melaksanakan 

pendataan penduduk khusus 

disabilitas? 

2. Apa harapan kedepannya dengan 

adanya desa inklusi? 
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(Studi Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes) 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

DAFTAR KUESIONER 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pertanyaan yang Anda pilih. 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

RR = Ragu-ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No. 
Indikator penelitian Item Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. A. Pemberian saran dan 

pertimbangan kepada 

pemerintah daerah 

1. Apakah bapak/ibu/saudara 

mengetahui adanya peraturan 

daerah Kabupaten Brebes 

mengenai desa inklusi? 

     

2. Apakah bapak/ibu/saudara 

mengetahui desa inklusi? 

     

3. Apakah bapak/ibu/saudara 

mengetahui desa ini menerapkan 

desa inklusi? 

     

4. Apakah bapak/ibu/saudara dapat 

berpartisipasi dalam sosialisasi 

desa inklusi? 

     

5. Apakah bapak/ibu/saudara 

mendapatkan jaminan regulasi 

dari pemerintah desa? 

     

B. Pengadaan sarana dan 

prasarana bagi penyandang 

disabilitas. 

1. Apakah anda mengetahui adanya 

fasilitas yang disediakan 

pemerintah desa? 
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2. Apakah anda memanfaatkan 

fasilitas yang diberikan oleh desa? 

     

3. Apakah anda merasakan 

pelayanan inklusi dengan baik? 

     

4. Apakah bapak/ibu/saudara 

merasakan adanya pelayanan 

khusus penyandang disabilitas dari 

pemerintah desa? 

     

C. Membantu untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

1. pakah bapak/ibu/saudara 

merasakan peran aktif dari 

perangkat desa dengan 

memberikan pelayanan? 
 

     

2. Menurut bapak/ibu/saudara, 

apakah ada hambatan ketika anda 

berpartisipasi dalam perwujudan 

desa inklusi? 

     

3. Apakah anda merasakan dampak 

baik dengan adanya desa inklusi 

bagi kesejahteraan sosial? 

     

D. Pemberian bantuan sosial 

kepada penyandang 

disabilitas  

1. Apakah bapak/ibu/saudara 

mendapatkan bantuan sosial dari 

pemerintah desa/kabupaten? 

     

2. Apakah pelayanan yang diberikan 

pemerintah desa mampu 

memenuhi keinginan anda dalam 

medapatkan kebutuhan dasar? 

     

E. Pemberdayaan 

penyandang disabilitas  
1.Apakah bapak/ibu/saudara ikut 

berpartisipasi dalam program 

pemberdayaan disabilitas dari 

pemerintah desa? 
 

     

F. Pemberian kesempatan dan 

perlakuan yang sama 

kepada penyandang 

disabilitas dalam segala 

aspek kehidupan dan 

penghidupan sesuai 

dengan kemampuan 

1. Apakah bapak/ibu/saudara 

merasakan adanya perhatian 

secara khusus dari pemerintah 

desa?  

     

G. Pelibatan secara aktif 

penyandang disabilitas 

dalam kegiatan masyarakat 

dan pemerintah desa 

1. Apakah bapak/ibu/saudara ikut 

berpartisipasi dalam komunitas 

disabilitas? 

     

2. pakah bapak/ibu/saudara ikut 

berpartisipasi dalam 

Pembangunan desa? 
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3. pakah bapak/ibu/saudara 

menerima adanya ajakan dari 

pemerintah desa dalam program 

desa inklusi? 

     

H. Pendataan penyandang 

disabilitas di masing-

masing desa. 

1. Apakah bapak/ibu/saudara 

mendapatkan pendataan khusus 

disabilitas dari pemerintah desa? 

     

2. Apakah bapak/ibu/saudara 

mengharapkan dengan adanya 

desa inklusi menjadikan 

kesejahteraan sosial menjadi lebih 

baik? 
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